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ABSTRAK.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah
Indonesia yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) No.16
tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam
pasal 59 ayat (4) Huruf ¢ UU tersebut, dicantumkan larangan bagi ormas menganut,
mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Dalam prakteknya, Perppu ini dipakai pemerintah untuk membubarkan tanpa
melalui proses peradilan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah
menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
karena mengusung ideologi khilafah. Di kemudian hari, UU No.16 tahun 2017 juga
digunakan oleh pemerintah sebagai dalil untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI) karena FPI j dinilai tidak sesuai
dengan asas Pancasila. Pasal 59 ayat (4) Huruf ¢ UU ini dinilai berbagai pihak
berpotensi multitafsir dan menjadi pasal karet yang bisa digunakan sewenang-
wenang oleh penguasa kepada Ormas yang berseberangan pendapat dengan
pemerintah karena tidak ada tafsiran yang jelas tentang ketentuan paham yang
bertentangan dengan Pancasila. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk
mengkaji masalah UU Ormas tersebut dari sudut konsentrasi keilmuan Hukum Tata
Negara dengan perspektif siyasah syariyyah. Lebih dekat peneliti ingin meneliti
tentang pasal 59 ayat (4) Huruf ¢ UU tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas substansi, struktur
dan kultur pasal 59 Ayat (4) Huruf ¢ Undang-undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2017 dalam perspektif siyasah syari’yyah. Penelitian ini merupakan
penelitian pustaka (literature study) dengan pendekatan masalah Yuridis-Normatif
yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang berbasis peraturan perundang-
undangan yang dikomparasikan dengan literatur lain baik dari buku, karya ilmiah
maupun media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan pada pasal tersebut dalam
perspektif siyasah syariyyah secara substansi mengandung makna yang multi-
tafsir. Sedangkan secara struktural, penafsir dan penerepan sanksinya langsung
dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa melalui proses peradilan mengakibatkan
dikesampingkannya asas-asas yang ada dalam siyasah syari ‘yyah seperti; Keadilan
(al-‘Adalah) , kebebasan (al-Huriyyah) perdamaian (al-Islak), kasih sayang (ar-
Raimalk) dan kehati-hatian (at-7a’anni).Sedangkan secara kultural, penerapan
Pancasila dan pasal tersebut tidak cukup hanya melalui peraturan saja namun
diperlukan adanya teladan (al-Uswah) dari pemimpin bangsa yang bisa benar-benar
mengimplementasikan Pancasila secara nyata.
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MOTTO

“Demi masa. sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan
saling menasihati untuk kesabaran.”

(Al-“Asr: 1-3)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam tesis ini
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987,
sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< 14 T Te

& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

c Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 7a 7 zet (dengan titik di atas)

0 Ra R Er

g Zai Z Zet

o Sin S Es

g Syin Sy es danye
e Sad S es (dengan titik di bawah)
U Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
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¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

< Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L el

. Mim M em

O Nun N en

5 Waw w we

0 Ha’ H Ha

. Hamzah ‘ Apostrof
s Ya’ Y Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ki Ditulis Muta’aqqidin

T ‘iddah
e Ditulis Laq

3. Ta’ marbutah
a. Apabila dimatikan ditulis h.

ia Ditulis Hibbah

L Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki
lafal aslinya).



Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan h.

ANAN e Ditulis Karamah al auliya’

b. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dhammah ditulis t.

el 3185 Ditulis Zakatul-fitri
4. Vokal pendek
Kasrah Ditulis I
fathah Ditulis A
dammah Ditulis u
5. Vokal panjang
1 Fathah + alif - A
dlals Ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati i
3 Kasrah + ya’ mati i
&S Ditulis Karim
4 Dhammah + wawu mati [l o
6. Vokal rangkap
1 Fathah + ya’ mati N Al
S Ditulis Bainakum
2 Fathah + wawu mati o AU
Jss Ditulis Qaulun




7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
o5l Ditulis Aantum
wasl Ditulis U’iddat
(5 J_{”, u‘j Ditulis La’in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a  Apabila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

llalll

Ol 4l

Ditulis

al-qur’an

Al

Ditulis

al-giyas

b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”

nya.
Lo Ditulis as-sama’
UM;;J\ Ditulis asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

P oA (S

Ditulis

zawt al-furid

) yi

Ditulis

ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan menjadi makhluk sosial, lahir dalam suatu
masyarakat, dan hidup di dalamnya. Manusia tidak bisa memenuhi segala
kebutuhan dan keinginannya kecuali adanya orang lain yang hidup di sekitarnya.
Al-Qur’an sendiri telah menegaskan konsep manusia sebagai makhluk sosial dinilai
sebagai konsep yang penting. Hal ini tergambarkan oleh perintah Allah agar kita
saling tolong menolong dan berjamaah dalam melaksanakan kebaikan dan
ketakwaan. ! Penggagas llmu sosial Ibnu Khaldun berkata: “Sesungguhnya
kehidupan sosial merupakan kebutuhan. Orang-orang bijaksana menggambarkan
hal ini dengan perkataan mereka: Manusia itu makhluk madani, yaitu dia perlu
hidup dalam masyarakat yang madani yaitu dalam sebuah peradaban’?.

Salah satu bentuk kehidupan sosial di era modern yang kita temukan di
masyarakat Indonesia adalah organisasi masyarakat (Ormas). Pertumbuhan Ormas
di Indonesia meningkat dengan tajam di era Reformasi. Berdasarkan pendataan
Kemendagri tahun 2019 jumlah ~ Ormas di Indonesia  mencapai
431.465.°Berkembangnya Ormas di Indonesia karena dilatar belakangi terjaminnya
hak untuk menyampaikan ide atau gagasan baik secara lisan atau tulisan membentuk

perserikatan dan membentuk perkumpulan dalam Undang-undang Dasar Republik

1 Al-Maidah (5): 2.

2 Abu Zayd 'Abdu ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldin al-Hadrami, Mugaddimah Ibnu
Khaldin, Cet. ke- 1 (Damaskus : Dar Ya’rib, 2004), I/ hIm. 41-42.

% Dian Erika Nugraheny , “Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465
Organisasi”,  https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-
ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all. Akses 29 Februari 2020.
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Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 28. Dengan berkembangnya Ormas-ormas
tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengaturnya, sehingga selain warga
negara terpunuhi hanya untuk berserikat, Ormas-ormas yang terbentuk juga sesuai
dengan koridor yang ada dan bisa berkontribusi dalam pembangunan negara. Pada
tahun 2013, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Undang-undang ini hadir sebagai revisi Undang-undang Ormas
era Orde Baru yang dinilai sudah tidak relevan dengan Reformasi.

Dikarenakan UU Nomor 17 Tahun 2013 yang ada dirasa oleh pemerintah
masih kurang memadai , maka pada tahun 2017 terbitlah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau
kita seingkat Perppu Ormas. Dalam pasal 59 Ayat (4) Huruf ¢ Perppu tersebut
dicantumkan “larangan bagi Ormas menganut, mengembangkan, menyebarkan
paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Setelah itu, Perppu ini digunakan
oleh pemerintah sebagai dasar dalam pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) karena dinilai telah memeiliki ideologi yang menyimpang dan
bertentangan dengan konstitusi negara. Pembubaran HTI tersebut dilaksanakan
pihak pemerintah dengan tanpa melalui proses peradilan. Beranjak dari peristiwa
tersbut, penerbitan Perppu ini menimbulkan dukungan dan pertentangan dari
berbagai masyarakat Indonesia.

Dari pihak yang mendukung diterbitkan Perppu tersebut, menganggap bahwa
dikeluarkannya Perppu sebagai strategi yang baik dalam membendung seluruh

gerakan-gerakan ekstrimisme dan radikalisme yang bisa menjadi ancaman



terpecahnya keutuhan NKRI. Dukungan tiba dari aneka macam lapisan masyarakat.
Diantaranya, Robikin Emhas pada siaran pers menyatakan bahwa Perppu bisa
meningkatkan kecepatan proses aturan penanganan Organisasi Masyarakat yang
dianggap radikal, dengan masih memberikan hak-hak konstitusional kepada Ormas
tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai macam penolakan terhadap diterbitkan
Perppu tersebut yang datang dari pakar hukum di Indonesia dan sejumlah lapisan
masyarakat.

Pihak yang menolak terhadap diterbitkannya Perppu Ormas tersebut menilai
Perppu ini adalah sebagai bentuk kesewenang-wenangan dari pemerintah untuk
melakukan upaya meniadakan jalur pengadilan untuk membubarkan dan
memidanakan Ormas. Sebagian pihak berpendapat bahwa syarat kegentingan
memaksa Yyang menjadi latarbelakang dikeluarkannya Perppu tersebut belum
terpenuhi dan terdapat pasal dalam Perppu ini dinilai berpotensi multitafsir dan
menjadi pasal karet yang bisa dipergunakan secara represif oleh pemerintah kepada
Ormas yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah karena tidak ada tafsiran
yang jelas tentang ketentuan paham/ ideologi yang bertentangan Pancasila.*

Pada Oktober 2017 Perppu Ormas tersebut disahkan pada rapat paripurna
DPR dan menjadi Undang-undang dalam mengatur keormasan terbaru dengan
nama: “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017”°. Walaupun

demikian pengesahan Undang-undang tersebut dan pemubaran HTI masih

4 Fahrur Rozie, “Yusril: Pertimbangan Hakim PTUN soal Pembubaran HTI Keliru”,
https://www.liputan6.com/news/read/3514348/yusril-pertimbangan-hakim-ptun-soal-pembubaran-
hti-keliru, akses 10 Oktober 2019

5 Hary Lukita Wardani, “Sah! Perppu Ormas Resmi Jadi UU”,
https://news.detik.com/berita/d-3697962/sah-perppu-ormas-resmi-jadi-uu, akses 2 Maret 2020
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menyisakan pro-kontra dan masih hangat dibicarakan. Alasan terbesar pembubaran
HTI yang disampaikan dalam persidangan vyaitu HTI dinyatakan
memperjuangankan mendirikan sebuah Negara dan pemerintahan khilafah yang
tidak ada di dalamnya demokrasi dan pemilu. Hal ini dinilai sebagai pemikiran dan
aksi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemikiran dan aksi itu pun dinilai
bertentangan dengan konsep nasionalisme di Indonesia seperti yang sudah
dilandaskan pada sila ketiga Pancasila.® Selain HTI, dasar argumen pembubaran
ormas yang berideologi bertentangan dengan Pancasila juga digunakan oleh pihak
pemerintah untuk melakukan pembubaran Ormas FPI (Front Pembela Islam).
Dimulai tidak diberikananya perpanjangan surat izin keormasan yang berlaku setiap
lima tahun dari Kementrian dalam negeri. Tidak diberikannya surat izin tersbut
dikendalakan karena adanya kata khilafah yang tertulis di AD/ART FPI’, kemudian
FPI dibubarkan melalui SKB (Surat Keterangan Bersama) enam mentri pada 30
Desember 2020.

Pembubaran HT1 dan FPI dengan dasar menganut ideologi yang bertentangan
dengan Pancasila, menurut peneliti masih menyisakan pertanyaan dan perlu diuji
lebih jauh diakarenakan dalam dasar negara Indonesia disebutkan bahwa ada
jaminan dari Negara untuk memberikan kebebasan bagi warganya dalam hal
keyakinan dan kepercayaan. Negara juga memberikan jaminan dan kemerdekaan

bagi setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing,

6 Jabbar Ramdhani, “Fakta-fakta Pengesahan Pembubaran HTI oleh Pengadilan”,
https://news.detik.com/berita/d-4009977/fakta-fakta-pengesahan-pembubaran-hti-oleh-pengadilan,
akses 17 Juni 2020.

" Twan Supriyatna dan Ria Rizki Nirmala Sari, “FPI Tak Dianggap Ada Oleh Pemerintah
karena ldeologinya Khilafah”, https://www.suara.com/news/2020/12/12/053036/fpi-tak-dianggap-
ada-oleh-pemerintah-karena-ideologinya-khilafah?page=all, akses 26 Januari 2021.
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melaksanakan peribadatan menurut kepercayaannya, mengutarakan pikiran
maupun sikap berdasarkan apa yang adal dalam hati nuraninya®.

Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam
Undang-undang tersebut dari sudut pandang keilmuan Politik Islam (siyasah
syariyyah ). Pada penelitian ini akan lebih fokus lagi dalam membahas substansi,
kultur dan struktur “Pasal 59 Ayat (4) Huruf ¢” dalam UU tersebut yang
dicantumkan di dalamnya berisi: “larangan bagi Ormas menganut mengembangkan
menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Berawal dari hal
tersebut, peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini: “STUDI PASAL 59
AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH”.
B. Rumusan Masalah

Tulisan ini akan membahas permasalahan substansi, struktur dan kultur pasal
“59 Ayat (4) Huruf ¢ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017~
dalam perspektif siyasah syari’yyah. Dari permasalahan tersebut diturunkan dua
pertanyaan pokok yaitu:

1. Bagaimana pandangan siyasah syar iyyah terhadap Pasal 59 Ayat 4 Huruf ¢

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20177
2. Bagaimanakah substansi, kultur dan struktur Pasal 59 Ayat 4 Huruf c

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017

8 Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 2 dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 E.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk menjelaskan substansi,
kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf ¢ Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif siyasah syariyyah .

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis pada penelitian ini akan memberikan informasi bagaimana
substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf ¢ Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif siyasah
syariyyah.

2. Sedangkan secara praktis penilitian ini memiliki kegunaan sebagai refrensi,
masukan, dan kontemplasi untuk pihak yang memiliki kewenangan baik
pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang terkait Undang-undang
keomasan terbaru tersebut .

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentuntanya mempunyai benang merah dengan tulisan dan
penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan disajikan oleh penulis tentunya
mempunyai beberapa kemiripan dan kaitan dengan topik yang telah dibahas pada
penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk memperoleh
perbedaan teori, fokus, jenis dan metode dengan penelitian/tulisan sebelumnya.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Nanda Irwansyah berjudul “Kontroversi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan”. Tesis ini ditulis dengan metode yuridis politis. Tesis

ini menghasilkan hasil bahwa “Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi



Kemasyarakatan” menyebabkan 2 dampak bagi aturan keormasan. Pertama, Perppu
menegaskan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara perlu dilakukan
dengan menyuluruh terutama bagi seluruh Organisasi Masyarakat tanpa
mengancam kebebasan demokrasi, berserikat dan berkumpul dalam di Indonesia.
Kedua, berdasarkan Perppu tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk melakukan
pencabutan status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan melakukan
pembubaran setelahnya. Pembubran HTI dilakukan dengan dikeluarkannya “SK
Menteri Hukum dan Ham No. AHU-30.A H.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI”.°

Kedua, Tesis yang disusun Salam dengan judul “Kedudukan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Ormas Ditinjau Dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah”. Tesis
tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tesis tersebut menghasilkan
beberapa kesimpulan. Menurut Al-Mafahim Al-Asasiyyah Al-Islamiyah, pasal 62
pada Perppu Ormas tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar nilai
islam, karena pasal tersebut telah mencantumkan secara tersirat bahwa pemerintah
memiliki wewenang untuk membubarkan Oranisasi Masyarakat secara sepihak
tanpa melalui proses peradilan seperti sebelumnya. Dari permasalahan tersebut
mengakibatkan bermunculnya berbagai kemudharatan sepert: tidak adanya

persamaan (Al- Musawa) di dalam hukum, lunturnya keadilan (Al- ‘4dalah) dalam

% Nanda Irwansyah, “Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, Tesis Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
7



hukum, lunturnya persatuan dan persaudaran masyarakat (Al-Ukhuwwah),
kebebasan (Al- Hurriyyah) terhalangi, lunturnya kedamaian (Al-Sulh) di
masyarakat, dan berkurangnya kasih sayang (Ar-Razmah) di antara sesama
masyarakat ataupun antar masyarakat dengan pemerintah. Tesisi ini mengusulkan
perlunya revisi “UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun
20177 tersebut dengan mengembalikan wewenang dan kekuasaan dalam
memutuskan pembubaran Organisasi Masyarakat kepada Lembaga Peradilan.
Dengan demikian Undang-undang Ormas tersebut bisa sesuai dengan konsep-
konsep dasar di dalam agama Islam (Al-Mafahim Al-Asasiyyah Al-1slamiyah).
Ketiga, Tesis yang ditulis Imam Heykal Djajadiningrat yang berjudul
“Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang .
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Dalam menulis Tesis terebut. Tesis ini menghasilkan beberapa hal yaitu: syarat “hal
ihwal kegentingan yang memaksa” jika merujuk ke Pasal 22 ayat 1 UUD 1945
tidak diperkenankan disandarkan dengan kondisi berbahaya seperti dimaksud oleh
Pasal 12 UUD 1945. Hal ini akan bisa menimbulkan kesulitan dalam penetapan
sebuah Perppu karena Perppu baru bisa dikeluarkan hanya dalam keadaan darurat
saja. Dalam Tesis tersebut juga menyatakan bahwa putusan MK nomor 138/PUU-
VI1/2009 dianggap sebagai putusan yang telah bertentangan dengan kosntitusi

negara Indonesia. Tesis ini juga membahas tentang pembahasan bahwa di dalam

10 Salam, “Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah”,
Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
8



Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
menyatakan ketidak adanya ketegasan peraturan yang menampilkan kewenangan
MK untuk melakukan pengujian terhadap Perppu.*!

Keempat, Tesis yang ditulis Victor Halbat Gagaly berjudul “Eksistensi dan
Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia.” Dalam Tesis ini, ditampilkan pembahasan
tentang eksistensi Perppu di dalam konstitusi Negara Indonesia beserta pembahasan
apa saja hal yang melatar belakangi dan menjadi tolak ukur ditetapkannya sebuah
Perppu. Pada “Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945” yang menyatakan
bahwa: “Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Tolok ukur kalimat
“kegentingan yang memaksa” yang melatarbelakangi dalam dikeluarkannya Perppu
Ormas menjadi suatu pro dan kontra di dalam masyarakat hingga saat ini. Kalimat
“kegentingan yang memaksa” dalam Perppu tersebut selalu menimbulkan
multitafsir dalam pemaknaannya. Perppu bisa diartikan sebagai peraturan yang
ditetapkan presiden ketika adanya suatu kegentingan atau memaksa, akan tetapi
dalam proses penetapan dan pembentukan dalam sebuah Perppu memiliki
perbedaan dengan penetapan Undang-undang yang biasanya, walaupun keduanya
memiliki esensi dan materi muatan yang tidak berbeda sama sekali. Bisa dinyatakan
bahwa sebenarnya materi yang dicantumkan di dalam Perppu memiliki persamaan

dengan materi Undang-undang pada umumnya. Baik Perppu maupun UU adalah

! Tmam Heykal Djajadiningrat, “Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang”, Tesis Fakultas I[lmu Hukum Universitas Indonesia. 2014.
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bagian dari peraturan perundangan yang memiliki herarki, derajat dan kekuatan
yang sama. Walaupun begitu Perppu Dbersifat propolsional dengan jangka
pemebrlakuannya yang terbatas, untuk itu sesegera mungkin Perppu harus diajukan
permintakan penetapan dan persetujuan kepada DPR, yang itu bisa dilaksankan
pada persidangan berikutnya.!?

Kelima, Tesis Universitas Panca Marga Probolinggo oleh Sofwatun Nisa’
yang berjudul “Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Probolinggo (Studi pada LDII Kota
Probolinggo)”. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dalam
penulisannya. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Undang-Undang Organisasi
Kemasyarakatan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep Negara
hukum. Peraturan tersebut memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk
melakukan pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan secara
sepihak dengan peniadaan adanya pemeriksaan dalam Pengadilan. Tidak adanya
due process of law dalam proses pembubaran suatu Ormas tidak sesuai dengan
konstitusi negara yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Dalam “Negara hukum” memilki suatu ciri khas yaitu pembatasan
kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Disamping itu kelemahan
dari peraturan ini adalah dalam hal peraturan pemberian sanksi Pidana bagi Ormas,
kelemahan terhadap ketidakpastian hukum pada batas waktu yang diberikan dalam

penghentian kegiatan Ormas. Dalam UU Ormas tersebut dinilai memiliki

12 Victor Halbat Gagaly, “Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
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mekanisme pembubaran yang dapat pemberhangusan hak kebebasan berserikat,
karena tidak memberikan kesempatan Ormas membela diri di peradilan.?

Kedelapan, artikel yang ditulis Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparnyo
yang diterbitkan dalam Jurnal Universitas Muria Kudus dengan judul “Kedudukan
Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia.”
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini
menghasilkan kesimpulan bahwa dengan ditetapkannya “Undang-Undang nomor
16 Tahun 2017 tentag Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”
menunjukkan bahwa pemerintah masih menjamin masyarakat untuk dapat
membentuk maupun membuat suatu Organisasi Kemasyarakatan dengan syarat
Ormas tersbut harus memiliki idologi dan paham yang tidak bertentangan dengan
konstitusi Negara Indonesia. Penelitian di atas menyatakan bahwa Perppu Ormas
tersebut telah menunjukan syarat objektif “kegentingan memaksa” telah tepenuhi
jika dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.'*

Kesembilan, artikel Dian Kus Pratiwi dalam Jurnal Padjadjaran; Jurnal llmu
Hukum dengan judul: “Implikasi Yuridis Perautan Pemerntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”. Penelitian ini

ditulis dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Penelitian di atas menyatakan

13 Sofwatun Nisa’, “Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Probolinggo (Studi pada LDII Kota Probolinggo)”,
Tesis Universitas Panca Marga Probolinggo.
14 Andhi Setya Budi,dkk., “Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan
Berdemokrasi di Indonesia”, Jurnal Universitas Muria Kudus.
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perlunya pembahasanan Perppu Ormas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam
rentan waktu hanya satu tahun setelah Perppu tersebut dikeluarkan oleh pemerintah.
Permasalahan ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini; pertama upaya mengurangi
kewenangan besar yang dimiliki presiden sehingga dapat hak untuk penetapan
Perppu hanya dengan subjektifitas presiden. Kedua, agar tidak terhindar dari
tumpang tindih materi yang telah dimuat di Perppu ini atau agar terdapat
muatan/pasal yang seharusnya diatur dalam Perppu namun ditiadakan. Ketiga, DPR
memiliki peran untuk mengontrol dan membahas berlakunya Perppu tersebut
apakah masih bisa untuk tetap difungsikan sehingga pemberlakuan keadaan darurat
yang dimaksud oleh pemerintah tetap dikontrol dan diawasi oleh DPR.%®
Penelitian-peneletian yang telah disebutkan di atas mempunyai beberapa
hubungan dan persamaan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis yaitu
membahas Undang-undang Ormas yang baru (UU Nomor 16 Tahun 2017 dan
Perppu Nomor 2 Tahun 2017), namun masing-masing penelitian memiliki
konsentrasi, teori dan perspektif yang bebeda-beda. Hal yang menjadi pembeda dari
penelitian yang penulis tulis dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adalah
belum adanya penelitian yang secara spesifik meneliti “Pasal 59 Ayat 4 Huruf c”
pada Undang-undang Ormas baru tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya karena menggunakan perspektif teori Siyasah syariyyah dan teori

sistem hukum dalam mengupas permasalahan-permasalahan pada pasal tersebut.

15 Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Perautan Pemerntah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”, PADJADJARAN Jurnal llmu Hukum, Vol. 4,
No. 2, Th. 2017.
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E. Kerangka Teori

Permasalahan kebenaran adalah permasalahan yang tidak mudah untuk
dipastikan, dikarenakan suatu kebenaran dalam sudut pandang manusia itu adalah
hal yang relatif. Hal ini memiliki kesesuaian dengan diri manusia sendiri yang
bersifat relatif.*® Oleh sebab itu, dalam mencari suatu kebenaran dibutuhkan
landasaan sebuah landasan ataupun kerangka teori yang bisa memberikan penilaian
dan pandangan suatu perkara tertentu. Maka dari itu, dalam penelitian ini politik
islam (siyasah syariyyah ) dan teori sistem hukumlah yang digunakan dalam
membedah permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori Siyasah Syar‘iyyah

Siyasah syariyyah dimaknai sebagai: “ketentuan kebijaksanaan pengurusan
permasalahan-permasalan dalam kenegaraan dengan landasan syariat”.!’ Terdapat
beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama mengenai siyasah
syariyyah , diantaranya adalah Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah syar iyyah
adalah: “pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syariat”.
Selain itu para fugaha’ mengartikan siyasah syarGyyah  sebagai: “Sebuah
kekuasaan/kewenangan pemerintah/penguasa dalam mengeluarkan kebijakan-
kebijakan politik yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dengan melalui
peraturan yang tidak ada pertentangan dengan pokok-pokok agama, (aturan tersebut
bisa dihasilkan) walaupun tidak ada dalil-dalil yang secara terkhusus dalam hal

tersebut”.18

16 Sukarna, Idiologi: Suatu Studi Imu Politik, (Bandung: alumni, 1974), him. 22.
17 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 5.
18 1bid., him. 6.
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan makna dari siyasah
syariyyah, yaitu bahwa siyasah syariyyah berkaitan dengan pembuatan dan
pelaksaan peraturan atau kebijakan untuk mengatur kehidupan manusia yang
dilaksanakan  oleh otoritas pemegang kekuasaan dengan bertujuan untuk
mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.'® Pada penelitian ini, aka
dibahas lebih lanjut mengenai pengertian lebih dalam siyasah syariyyah , ruang
lingkup/ objek kajiannya, dasar-dasar hukumnya dan prinsip-prinsip yang penting
dalam siyasah syariyyah.

Ruang lingkup pada ilmu siyasah syariyyah mencakup kepada empat hal,
yaitu: siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (politik dalam negeri/luar negeri),
siyasah dustiriyyah (politik perundang-undangan), siyasah maliyyah (politik
keuangan dan moneter), siyasah harbiyyah (politik peperangan). Dalam penelitian
ini penulis akan menggunakan teori-teori dalam siyasah syariyyah terkhususnya
teori-teori dalam siyasah dustiriyyah bagaimana substansi, struktur dan kultur pasal
59 ayat 4 Huruf ¢ dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas.

2. Teori Sistem Hukum

Seorang tokoh hukum internasional Lawrence M. Friedman menyatakan
sesungguhnya dalam sistem hukum ada tiga unsur penting yang bisa mempengaruhi
jalannya suatu hukum: “struktur hukum, substansi hukum, dan budaya atau kultur
hukum”. Ketiga unsur tersebutlah yang menyokong berfungsinya tatanan hukum

nasional. Dalam realitas masyarakat, keberadaan tatanan hukum dalam masyarakat

19 Ridwan HR, Figih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, (Yogyakarta: Ull PRESS,
2007), him. 82.
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diubah oleh pengaruh evolusi dan revolusi, yang disebut modernisasi atau
globalisasi®® Lawrence Meir Friedman mengatakan penegakan hukum tergantung
pada tiga perkara ini. Ketiga sistem hukum tersebut dijelaskan secara rinci sebagai
berikut:%

a. Substansi Hukum: Teori Lawrence.Meir Friedman menyebutkan bahwa
substansi hukum tersebut telah diklaim menjadi sistem bersifat substansial
dalam menjadikan sanggup atau tidak sanggupnya aturan tersebut
ditegakkan. Substansi juga berarti hasil yang dikeluarkan atau menjadi
produk orang yang ada dalam suatu sistem aturan yang hal ini meliputi
keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yg mereka hasilkan, aturan-
aturan yang mereka rancang. Substansi bukan hanya aturan yang terdapat
pada buku undang- undang (law books) tapi juga meliputi aturan yang
hidup (living law).

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum merupkan hal yang telah diklaim oleh
pakar hukum menjadi sistem struktural dalam menentukan dan menjadikan
sanggup atau tidak sanggupnya aturan/hukum tersebut dilaksanakan secara
baik. Wewenangan badan penegak aturan harusnya dijamin di dalam
Undang-undang dalam negara. Untuk itu, pada saat melaksanakan tugas
ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sebuah badan hukum

bisa terlepas dari kepentingan kekuasaan, politik dan kepentingan-

2 Secsio Jimec Nainggolan dkk., “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku
Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang
Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN”, USU Law Journal, Vol.5 No.3 (Oktober 2017),
him. 109.
2L Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan
Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 217-218.
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kepntingan yang lain. Ada suatu adagium yg menyatakan “fiat justitia et
pereat mundus” yang arinya: “meskipun kehidupan ini runtuh aturan wajib
ditegakkan”. Hukum itu bisa berjalan atau tegak apabila terdapat aparat
penegak aturan yang kompeten, kredibel dan independen.. Kurang baiknya
mentalitas para penegak hukum yang ada dalam suatu negara bisa
menyebabkan penegakkan hukum yang tidak bisa dijalankan sesuai cita-cita
dan tujuan hukum yang ada. Beberapa sebab yang mengakibatkan lemahnya
mentalitas seorang aparat penegak aturan antara lain; lemahnya pemahaman
agama, proses rekruitmen yang tidak baik, faktor ekonomi, dan lain
sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor penegak hukum
memainkan kiprah krusial dalam memfungsikan sistem hukum di suatu
negara. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan apabila
tidak dihadiri dukungan dari aparat penegak hukum maka keadilan hanya
angan-angan belaka. Kalau peraturan telah baik, namun kualitas penegak
hukum rendah maka akan terdapat permasalahan dalam menjalankan sistem
hukum. Demikian juga, jika peraturannya tidak baik sedangkan kualitas
penegak hukum baik, kemungkinan timbulnya permasalahan masih terbuka;
Budaya Hukum: Budaya/kultur hukum, dalam teori sistem hukum Lawrence
M Friedman budaya hukum sendiri merupakan perilaku insan terhadap
aturan dan sistem aturan-kepercayaan, pemikiran, nilai, dan harapannya.
Kultur hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang memilih bagaimana aturan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya/kultur hukum mempunya hubungan yang sangat erat dengan
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kesadaran terhadap hukum di dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum yang ada di masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik
dan bisa merubah pola pikir warga tentang hukum danaturan selama ini.
Secara sederhana, taraf kepatuhan warga terhadap hukum dan aturan adalah
salah satu indikator berfungsinya sistem hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian yang ilmiah/harus/menggunakan/metode dalam
melaksankannya, karakteristik suatu ilmu yaitu adanya metode dalam proses
menghasilkannya. Metode bermakna penyelidikan/yang/berlangsung sesuai
suatu/rencana/tertentu. Walaupun/demikian, suatu/penelitian dalam bidang/hukum
memiliki metode berbeda dengan/penelitian-penelitian/ilmiah di bidang lainnya
misalnya ilmu sosial, politik, humaniora, dan lain sebagainya dengan berdasarkan
karakteristik ilmu hukum tersebut.??

Dalam rangka menerima data-data maupun informasi yang bisa menjadi
bahan dalam penulisan penelitian ini, penulisan penelitian ini mengacu pada metode
berikut ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk pada kategori penelitian pustaka
(literature study) dalam hukum. Penelitian pustaka bertujuan untuk mendapatkan
kebenaran yang bersifat koherensi sehingga menjadikannya berbeda dengan

kegiatan penelitian dalam keilmuan empiris yang bersifat deskriptif yang

“22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005),
hlm.36-42.”
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menggunakan korespondensi sebagai metode pencarian kebenaran. Penelitian ini
merupakan penelitian yang berpedoman dengan tolok ukur yang berupa moral.
Norma-norma yang berbentuk pedoman tingkah laku manusia harus berlandaskan
pada prinsip dalam hukum yang kemudian kembali kepada moral masyarakat yang
ada. Berlandaskan hal di atas, maka dalam bidang hukum, aturan-aturan hukum
harus memiliki koherensi dengan norma hukum yang ada dan hal itu harus memiliki
koherensi dengan prinsip hukum.?®
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran Yuridis-Normatif. Dalam
menggunakan pendekatan tersebut, penulis memiliki tujuan untuk mengungkapkan
beberapa pemikiran hukum yang kemudian bisa dianalisis dan diperbandingkan.
Dengan pendekatan tersbut, penulis bertujuan untuk bisa melakukan pengumpulan
beberapa perspektif kepada suatu isu atau permasalahan hukum yang ada di
masyarakat dengan berlandaskan yurisdiksi tertentu.
3. Prosedur Pengumpulan Bahan
Prosedur pengumpulan bahan pada penilitian ini dengan cara mengumpulkan
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier kemudian
bahan hukum tersebut diiventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan
masalah yang dibahas.?* Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan

kriteria bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

2 |bid., him. 63-64.
24 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 294,
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a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.
Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan
hakim pada pengadilan.?> Adapun bahan hukum primer dalam penilitian ini
adalah Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang
No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, dan Perppu No 2 Tahun 2017, Undang-
Undang No 16 Tahun 2017.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar
komentar atas putusan pengadilan. 2 Adapun sebagai bahan hukum
sekunder penyusun menggunakan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan
hukum sekunder.

c. Sementara yang tidak termasuk kategori dua kategori bahan hukum di atas,
dipandang sebagai bahan nonhukum. Bahan ini digunakan demi membantu
mengidentifikasi, mengkodifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan
menemukan isu hukum atas fakta tersebut.?” Bahan tersebut baik berupa
kamus ilmiah, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, maupun data-data yang
diambil dari media massa maupun internet yang tidak termasuk bahan
hukum primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

%5 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), him.
181.
% |bid., hlm. 196.
21 1bid., him. 204.
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Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah memakai
metode deskriptif kualitatif. yaitu analisis yang hendak memaparkan data-data
penelitian dengan analisis dan tafsiran yang tepat seputar Undang-Undang Ormas
di atas. Dengan demikian data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data
yang telah didapatkan, digambarkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau
kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai rumusan masalah pada
penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal,
bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi tentang bagian formalitas
yang terdiri dari: halaman judul, halaman sampul luar, halaman sampul dalam,
halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan,
halaman kata pengantar, daftar isi, halaman transliterasi, dan halaman-halaman
lampiran. Bagian tesis disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu:

Bab | membahas tentang pendahuluan yang mana menjelaskan tentang
konsep awal penelitian. Bab ini membahas tentang: (a) latar belakang masalah, (b)
rumusan masalah, (c) tujuan penelitian dan manfaat penelitian, (d) kajian pustaka,
(e) metode penelitian dan (f) sistematika pembahasan.

Bab Il membahas tentang masalah siyasah syar’iyyah. Pada bab ini akan
menggambarkan tentang defenisi dan ruang lingkup siyasah syar iyyah.

Bab Il membahas problematika teoritis Undang-undang, yaitu; substansi

hukum, kultur hukum dan struktur hukum.
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Bab IV merupakan bagian yang lebih mendalam dan spesifik yaitu mengkaji
bagaimana bagaimana latar belakang, substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4
Huruf ¢ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Bab V akan menjelaskan secara komprehensif tentang analisis siyasah
syar’iyyah kepada substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf ¢ Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Bab VI akan ditampilkan uraian kesimpulan mengenai apa yang telah
dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selain itu akan disajikan pula saran-saran yang
bermanfaat yang berkaitan dengan hasil penelitian. Bagian akhir tesis memuat

daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Substansi Pasal 59 ayat (4) Huruf ¢ Undang-undang Nomor 16 Tahun
2017 berisi tentang larangan bagi Ormas menganut, menyebarkan
mengembangkan segala paham yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Substansi pada pasal itu mengandung makna yang bisa mengakibatkan
multi-tafsir karena tidak adanya kejelasan paham Ormas menganut paham
yang tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi pada penerapapan pasal
tersebut pemerintah sendirilah yang menjadi penafsir tunggal apakah
Ormas tersebut memiliki paham yang tidak sesuai dengan Pancasila atau
tidak. Jika suatu Ormas diberikan lebel telah mengusung paham
bertentangan dengan Pancasila, izin ormas tersebut bisa dicabut dan tahap
selanjutnya Ormas dapat dibubarkan tanpa melalui proses peradilan.

Dalam pandangan siyasah syari ~yyah, adanya multi-tafsir UU tersebut

dan penafsiran tunggal oleh pemerintah substansi UU tersebut
diindikasikan telah mengabaikan prinsip-prinsip siyasah syariyyah
dalam merumuskan suatu aturan atau Undang-undang vyaitu prinsip
penjaminan atas hak asasi manusia (al-Hugzu al-Insaniyyah) dan juga
prinsip bahwa setiap elemen bangasa mendapatkan persamaan kedudukan

di mata hukum (al- ‘4dalah wa al-Musawah fi al-Hukmi).
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2.

Struktur Pasal tersebut dalam perspektif siyasah syari’yyah adalah
penegakkan pasal ini telah menghapus pembagian kekuasaan dalam
menerapkan UU tersebut, pihak eksekutif menjadi memonopoli semua
mekanisme pembubaran Organisasi masyarakat yang terlarang. Aturan
ini  menimbulkan kecenderungan kesewenang-wenangan karena
kekuasaan negara menjadi terkonsentrasi di tangan satu orang atau
beberapa pihak kecil saja. Untuk itu pembatasan kekuasaan dalam
pengelolaan kekuasaan negara mutlak diperlukan bagi negara hukum.
Penerpan UU tersbut dengan mekanise demikian dapat menghilangkan
segala hak-hak Ormas dan merusak kelangsungan demokrasi dalam
kehidupan berbangsa. Permasalahan ini juga mengakibatkan
dikesampingkannya asas-asas yang ada dalam siyasah syari ‘yyah seperti;
Keadilan (al-‘4dalah) , kebebasan (al-FHiriyyah) perdamaian (al-Islah),
kasih sayang (ar-Razma#) dan kehati-hatian (at-7a 'anni).

Kultur Pasal tersebut dalam perspektif siyasah syari’yyah, bisa dikaitkan
dengan penerapan Pancasila dan nilai-nilainya di masyarakat. Dimana
kita memiliki tantangan yang besar pada zaman ini. Derasnya arus
globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya laju
informasi menggerus pemikiran dan perilaku bangsa. Hal ini ditambah
kurangnya teladan (al-Uswah) pemimpin bangsa yang benar-benar

mengimplementasikan Pancasila secara nyata.
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B. Saran

Penulis menyarankan perlu adanya kejelasan substansi dan penjelasan pada
Pasal tersebut sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir maksud paham yang
bertentangan dengan Pancasila. Kejelasan sebuah Ormas memiliki paham yang
bertentangan dengan Pancasila, juga perlu dikembalikan kepada pengadilan tidak
sekedar penilaian subjektif oleh pemerintah. Dengan begitu, keputusan sebuah
Ormas telah berpaham dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila lebih
objektif dan lebih menjaga nilai-nilai yang sesuai dengan siyasah syari ‘yyah.

Penulis juga menyarankan untuk penelitian lebih lanjut terkait politik hukum
terbentuknya Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat
tersebut. Mekanisme pembubaran Ormas dengan Undang-undang yang baru ini
juga bisa menjadi objek kajian yang cukup diperlukan dengan melalui perspektif

siyasah syari'yyah maupun hukum positif.
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